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  BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 

pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan 

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

Perkembangan dunia yang kian menglobal, menjadikan perubahan-

perubahan besar terhadap perilaku remaja, namun perubahan tersebut 

lebih cenderung mengarah pada kegiatan negatif dibanding positifnya. 

Menjalani kehidupan remaja yang jauh dari perilaku sex bebas, 

pernikahan dini dan ketergantungan pada obat-obatan terlarang serta 

menjauhkan diri dari bahaya AIDS tentulah membutuhkan perhatian kita 

semua. Remaja tidak bisa berjalan sendirian tanpa pendampingan orang 

tua, masyarakat lingkungan serta negaranya. 

Masalah remaja yang timbul biasanya berkaitan dengan masalah 

seksualitas (Hamil di luar nikah, aborsi), AIDS,  penyalahgunaan Napza 

dan sebagainya. Remaja dalam kondisi ini tentu saja membutuhkan 

penanganan serta informasi seluas-luasnya mengenai kesehatan 

reproduksi, pentingnya menata masa depan dengan baik lewat 

meninggalkan perilaku yang tidak bermanfaat dan merusak masa depan 

remaja itu sendiri. 

Menyadari ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai wakil 

pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan program PKBR 

(Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) suatu program yang 

memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikan perilaku 

hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai 

dasar mewujudkan Generasi Berencana (GenRe). 

Untuk menjalankan tugas tersebut memerlukan strategi yang 

berkesinambungan serta melibatkan banyak pihak, baik dari institusi 

pendidikan sebagai tempat berkumpulnya aktifitas remaja dan pemerintah 
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daerah sebagai pendukung dan pemegang kebijakan di suatu daerah 

sehingga diperlukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 

yang akan menjadi pedoman kerja pemerintah daerah DP3KB periode 

2023-2026. 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Brebes dengan mengacu kepada Rancangan Awal Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes. Perencanaan, 

Pengkoordinasian dan pengembangan, pembuatan program dan kegiatan 

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengendalian 

Penduduk, Pembangunan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  

dan Perlindungan Anak melibatkan semua unsur seperti masyarakat, 

lembaga sosial kemasyarakatan, Serta instansi terkait dan pemangku 

kepentingan lainnya sehingga semua dapat berperan serta dalam tugas–

tugas Pembangunan. 

Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang 

diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang 

terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan 

secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber 

daya yang dimiliki organisasi.  

Fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes 

Tahun 2023-2026 dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah adalah 

untuk mengarahkan program dan target indikator kinerja yang harus 

dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes 

selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi Kepala Daerah 

maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan 

tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes dalam 

hal ini mencakup penyelenggaraan 2 (dua) urusan pemerintahan yakni 

urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dapat 

digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota 
 

 

 

Renstra Perangkat Daerah memiliki Kedudukan dan Fungsi yang 

sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap 

1 tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat 

Daerah menjadi acuan dalam Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

pada Perangkat Daerah, baik Evaluasi Renstra maupun Evaluasi Renja 

Perangkat Daerah.  

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 

2023-2026 adalah sebagai berikut: 

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 

Penurunan Stunting. 

2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
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Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Nasional Tahun 2021-

2024. 

3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026. 

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap 

Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3277);  

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; 

Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;  

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421);  

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

11. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN); 

12. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);  

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
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14. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak 

Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4635);  

15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 

16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol  

Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama 

Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4990); 

17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

18. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 

19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);  

20. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 

21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 

tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5606); 

22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140);  
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan 

dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 

Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614);  

27. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan 

Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4818); 

28. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas 

Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);  

30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4698);  

31. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539). 

32. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3); 

33. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional; 
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34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 

2015 – 2019; 

36. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 

Brebes; 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 

adalah menyediakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 

kurun waktu lima tahun yang mencakup Gambaran Kinerja, 

Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, 

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD 

sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.  

Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Brebes 

yaitu sebagai berikut: 

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam 

mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah 

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan 

Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan 

pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. 

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam 

menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan 
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dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan dalam kurun waktu 

lima tahun. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2023-2026 disusun 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

 Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud 

dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat 

daerah. 

 

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

 Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi 

perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja 

pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang 

pengembangan pelayanan Perangkat Daerah. 

 

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 

 Bab ini berisi permasalahan pelayanan perangkat daerah, 

Telaahan visi, misi dan program kerja Bupati Brebes, serta 

Telaahan Renstra Kementerian dan Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Tengah yang akan menentukan isu-isu strategis DP3KB 

Kabupaten Brebes. 

 

Bab IV  Tujuan dan Sasaran  

  Bab ini berisi tentang penyampaian tujuan dan sasaran jangka 

menengah DP3KB Kabupaten Brebes 

 

Bab V  Strategi dan Arah Kebijakan 

  Bab ini berisi sasaran jangka menengah perangkat daerah, 

strategi dan kebijakan DP3KB Kabupaten Brebes. 

 

Bab VI  Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

  Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, 

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah. 

 

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan bidang Urusan 
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  Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DP3KB 

Kabupaten Brebes yang secara langsung menunjukkan kinerja 

yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Brebes 

 

Bab VIII Penutup 

  Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah 

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 
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BAB II 

 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) 

Kabupaten Brebes dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah, dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 107 tahun 2021 

Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural 

Perangkat daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris, membawahi : 

1. Sub Bagian Program dan Keuangan 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

membawahi : 

1. Sub Koordinator Jabatan Fungsional 

d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 

membawahi : 

1. Sub Koordinator Jabatan Fungsional 

e. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga membawahi : 

1. Sub Koordinator Jabatan Fungsional 

f. Kelompok Jabatan Fungsional 

g. Unit Pelaksanan Teknis 

 

Struktur Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: 
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STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN BREBES 

 

 

 

 

 

UPT 

Sumber : Peraturan Bupati Brebes Nomor 107 Tahun 2021 

 

SEKRETARIS 

 

KEPALA DINAS 

 

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK,  

PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN 

 

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

 

BIDANG KELUARGA BERENCANA, 

KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

     

     

     

SUB BAGIAN PROGRAM 
DAN KEUANGAN 

 

SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

 

SUB KOORDINATOR JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

SUB KOORDINATOR JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

Keterangan : 

 : Garis Komando 

: Garis Koordinasi 

 

SUB KOORDINATOR JABATAN 

FUNGSIONAL 
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2.1.2 Uraian Tugas  

DP3KB Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan 

Bupati Brebes Nomor 107 tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi 

dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat daerah 

Kabupaten Brebes adalah membantu Bupati melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan 

tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah 

kabupaten di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan 

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di 

atas, DP3KB Kabupaten Brebes menyelenggarakan fungsi  : 

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di 

bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di 

bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dengan lingkup tugas 

di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan 

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait 

tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana.  

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dinas 

sebagaimana dimaksud di atas, tugas jabatan yang ada adalah 

sebagai berikut : 

I. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas 

mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, 

mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan 

melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana sesuai dengan kewenangannya. 
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Untuk melaksanakan tugas Kepala 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas 

sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas 

b. Merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, pengendalian 

penduduk, penyuluhan dan penggerakan serta 

keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 

c. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

pengendalian penduduk, penyuluhan dan 

penggerakan serta keluarga berencana, ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga dengan lembaga 

perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah 

kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar 

kedinasan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan 

tugas 

d. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan 

pelaksanan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan 

kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian 

tugas habis 

e. Menyelenggarakan kebijakan di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran 

pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun 

lembaga diluar kedinasan dalam rangka 

terlaksananya kebijakan.  

f. Menyelenggarakan kebijakan di bidang pengendalian 

penduduk, penyuluhan dan penggerakan dengan 

lembaga perangkat daerah terkait di jajaran 

pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun 

lembaga diluar kedinasan 

g. Menyelenggarakan kebijakan di bidang keluarga 

berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran 
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pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun 

lembaga diluar kedinasan. 

h. Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas 

dengan mengarahkan perumusan program dan 

pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum 

serta kepegawaian. 

i. Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT 

DP3KB Kecamatan dengan mengarahkan 

pelaksanaan kegiatan; 

j. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 

mengevalusi hasil kerja bawahan untuk memacu 

prestasi kerja; 

k. Menyampaikan saran dan masukan kepada 

pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan; 

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan 

pelaksanaan tugas sebagai wujud 

pertanggungjawaban; 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah 

pimpinan. 

 

II. Sekretaris 

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan 

perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap 

program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dan memberikan pelayanan administrasi kepada 

bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 
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b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran 

belanja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

c. Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang 

ditetapkan oleh Pemerintah; 

d. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah 

tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di 

lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan 

pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik 

dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan 

g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada 

Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan 

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

Penjabaran tugas Sekretaris sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, 

dan anggaran Dinas; 

b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi yang meliputi ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, 

kerjasma, hubungan masyarakat, arsip dan 

dokumentasi Dinas; 

c. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi 

dan tata laksana Dinas; 

d. Mengkoordinasi dan penyusunan produk hukum di 

bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga 
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Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak di daerah sesuai dengan norma, 

standar dan prosedur yang ditetapkan oleh 

Pemerintah, dan pelaksanaan advokasi hukum; 

e. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah 

dan layanan pengadaan barang/jasa; 

f. Mengkoordinasikan dan mengelola data dan 

informasi Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak untuk penyusunan perencanaan 

dan pelaporan kegiatan Dinas; 

g. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis 

(Renstra), Rencana Kerja Peangkat Daerah (RKPD), 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan 

laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; dan 

h. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-

menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan; 

i. Mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan 

barang/perlengkapan serta barang milik daerah 

(BMD); 

j. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan 

pembinaan pegawai; 

k. Mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan 

meliputi penyiapan bahan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, 

pembukuan, pelaporan, dan 

pertanggungjawabannya; 

l. Mengoordinasikan pengelolaan hubungan 

masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan 

perizinan di bidang Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

m. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja 

kesekretariatan; 
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n. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan 

Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai (PPK); 

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas mengoordinasikan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis kesekretariatan pada 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

 

III. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai 

tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, pengkoordinasian, pemantauan,evaluasi dan 

pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, 

perlindungan dan pemenuhan hak anak     

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan 

fungsi  : 

a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan 

teknis,pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan dan 

pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak. 

b. Pengkoordinasian antar kelompok/organisasi 

perempuan dalam rangka peningkatan 

pemberdayaan perempuan dan  peembinaan tentang 

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak 

c. Pengkoordinasian dan kemitraan dengan komponen 

dan instansi terkait dalam peningkatan kulitas hidup 

perempuan dan anak, 

d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, 

e. Pelaksanaan  fungsi lainyang diberikan oleh 

pompinan terkait dengan tugas dan fungsinya, 
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Uraian tugas bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak sebagai berikut :  

a. Merumuskan konsep program kerja Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

sesuai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas ; 

b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas 

agar terwujud sinkronisas pelaksanaan tugas dinas ; 

c. Mendistribusikan tugas dan menyelian tugas 

bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi 

bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis ; 

d. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; 

e. Menyiapkan fasilitas. Sosialisasi dan distribusi 

kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di 

bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas 

keluarga ; 

f. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil. 

Informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 

pendidikan kreativitas dan kegiatan budaya ; 

g. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga 

; 

h. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 

partisipasi, pengasuhan keluargadan lingkungan, 

kesehatan dankesejahteraan serta pendidikan, 

kreativitas dan kegiatan budaya ; 

i. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang 

perlindungan, pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah 

tangga, di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 

perdagangan orang ; 
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j. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisa dan menyajikan 

data dan informasi kekerasan terhadap perempuan 

dan anak ; 

k. Menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi ; 

l. Menjalin hubungan kerja atau kemitraan dengan 

instansi pemerintah maupun lembaga lain non 

pemerintah ; 

m. Mengelola sistem informasi gender dan anak serta 

pengelolaan website (e-gov) ; 

n. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu 

prestasi kerja ; 

o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas 

kepada pimpinan sesuaihasil yang telah dicapai 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; 

p. Menyampaikan saran dan masukan kepada  

pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan ; 

q. Melaksanakan monitoring evaluasi dan laporan 

pelaksanaan tugas sebagai wujud 

pertenggungjawaban; 

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah 

pimpinan ; 

 

IV. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 

Penggerakan  

   Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d 

mempunyai membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan 

perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, 

melaksanakan dan mengendalikan serta membina 

pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga mempunyai fungsi : 

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis 

daerah di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga; 

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan program 

advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta 

intitusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi 

keluarga , pengembangan ketahanan keluarga dan 

peningkatan kualitas lingkungan keluarga; 

c. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Penetapan 

sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga 

Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL); 

d. Pengkoordinasian perumusan kebijakan program 

keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

e. Pengkoordinasian Pembinaan ketahanan keluarga 

balita dan anak, keluarga remaja dan keluarga lansia 

dalam rangka meningkatkan kapasitas keluarga 

membangun keluarga berkualitas; 

f. Pengkoordinasian Pemberdayaan  ekonomi keluarga, 

dalam rangka meningkatkan akses dan peluang 

terhadap penerimaan informasi dan sumber daya 

ekonomi melalui usaha mikro keluarga khususnya 

keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I; 

g. Pengkoordinasian pembinaan Pusat Informasi dan 

Konseling Kesehatan Reproduksi 

Remaja/Mahasiswa; 

h. Pengkoordinasian pembinaan Pusat Informasi dan 

Konseling Kesehatan Reproduksi 

Remaja/Mahasiswa; 

i. Pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi pemetaan 

dan perkiraan pengendalian penduduk; 

j. Pengkoordinasian penyusunan profil pengendalian 

penduduk; 
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k. Pengkoordinasian peningkatan jejaring kemitraan 

pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian 

penduduk; 

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Uraian tugas bidang Pengendalian penduduk, 

penyuluhan dan penggerakan sebagai berikut : 

a. Merumuskan konsep program kerja bidang 

pengendalian penduduk, penyuluhan dan 

penggerakan sebagai pedoman dan acuan 

pelaksanaan tugas ; 

b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas 

agar terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas 

dinas ; 

c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan 

sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan 

dengan prinsip pembagian tugas habis ; 

d. Mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan ; 

e. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas 

pokok masing-masing pada bidang pengendalian 

penduduk, penyuluhan dan penggerakan ; 

f. Menyiapkan perumusan kebijakanteknis di bidang 

pengendalian penduduk, penyuluhan dan 

penggerakan ; 

g. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan 

distribusi kebijakan pelaksanaan pengendalian 

penduduk, penyuluhan dan penggerakan; 

h. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria 

(NSPK) di bidang pengendalian penduduk, sistem 

informasi keluarga, advokasi penyuluhan dan 

penggerakan; 

i. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis sistem 

informasi keluarga dan anlisis program meliputi 

penilaian, pendokumentasian dan pelayanan 

komunikasi, informasi dan edukasi; 
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j. Melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan 

pemerintah daerahdalam rangka pengendalian 

kuantitaspenduduk, sistem informasi keluarga, 

advokasi, penggerakan dan penyuluhan ; 

k. Menyusun grand desaign kependudukan daerah ; 

l. Melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) 

pengendalian penduduk,pemantauan dan evaluasi 

kegiatan pengendalian penduduk, penyuluhan dan 

penggerakan ; 

m. Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi 

pendataan keluarga ; 

n. Melaksanakan bimbingan teknis danfasilitasi di 

bidang pengendalian penduduk, sistem informasi 

keluarga, advokasi dan KIE, penyuluhan dan 

penggerakan ; 

o. Melaksanakan pengolahan, analisa, penyimpanan 

data dan pelayanan penyebarluasan informasi serta 

laporan program keluarga berencana tingkat 

kabupaten, kecamatan dan desa ; 

p. Mengelola data untuk bahan penyiapan publikasi 

pelaksanaan program dan kegiatan ; 

q.  Menjalin hubungan kerja atau kemitraan dengan 

instansi pemerintah maupun lembaga lain/swasta ; 

r. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 

mengevalusi hasil kerja bawahan untuk memacu 

prestasi kerja; 

s. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas 

kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai 

sebagai pertanggunga jawaban pelaksanaan tugas ; 

t. Menyampaikan saran dan masukan kepada 

pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan; 

u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan 

pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggung 

jawaban; 

v. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah 

pimpinan. 
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V. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan 

kesejahteraan Keluarga  

Bidang keluarga Berencana ketahan dan kesejahteraan 

keluarga mempunyai tugas perumusan konsep dan 

pelaksanakan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang keluarga 

berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

Dalam melaksanakan tugas Bidang keluarga berencana 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Pengoordinasian kegiatan dan pembinaan kegiatan 

bidang keluarga berencana ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga ; 

b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

keluarga berencana ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga ; 

c. Pembinaan dan pemberian dukungan programkeluarga 

berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga ; 

d. Penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria 

(NSPK) bidang keluarga berencana ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga ; 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan bidang keluarga berencana ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga ; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait tugas dan fungsinya ; 

Uraian tugas Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga sebagai berikut ; 

a. Merumuskan konsep program keluarga berencana 

ketahanan dan kesehateraan keluarga sebagai pedoman 

dan acuan pelaksanaan tugas ; 

b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar 

terwujud sinkronisasi pelkasanaan tugas dan dinas ; 

c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan 

sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan 

prinsip pembagian tugas habis ; 
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d. Mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

sesuai dengan rencana kerja yang sudah 

ditetapkanbidang keluarga berencana ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga ; 

e. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang keluarga 

berencana ketahanan dan kesejahteraan keluargaserta 

kesehatan reproduksi ; 

f. Menyusun rencana operasional dan pengendalian 

pelaksaan pelayanan keluarga berencana, peningkatan 

peserta keluarga berencana dan penanggulangan 

kesehatan reproduksi ; 

g. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan pelaksanaan program keluarga berencana, 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga ; 

h. Melaksanakan norma , standar prosedur dan kriteria ( 

NSPK) di bidang keluarga berencana ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga ; 

i. Menjalin hubungan kerja atau kemitraan dengan 

lembaga dan instansi teknis terkait pelaksanaan 

program dan kegiatan keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga ; 

j. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 

mengevalusi hasil kerja bawahan untuk memacu 

prestasi kerja; 

k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggunga jawaban pelaksanaan tugas ; 

l. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan 

untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 

m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan 

pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggung jawaban; 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah 

pimpinan. 
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  

2.2.1  Sumber Daya Manusia (Pegawai) 

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes 

didukung oleh pegawai dan sumber daya sebagai berikut : 

Tabel 2.1 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Brebes Tahun 2022 

 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

ASN Non PNS 
Jumlah 

L P L P 

1 SMP Sederajat - - - - - 

2 SMA Sederajat 4 10 8 1 23 

3 D2 - - - 1 1 

3 D3 - 3 4 1 8 

4 S1 11 23 21 15 70 

5 S2 4 - - 2 6 

6 S3 - - - - - 

 Jumlah 19 36 33 20 108 

Sumber : DP3KB Kabupaten Brebes 

Total jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Brebes adalah 108 Orang 

Pegawai. Dilihat dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar pegawai berpendidikan S1. 

 

Berikut ini  kondisi pegawai ditinjau dari tingkat Pangkat 

dan Golongan adalah sebagai berikut : Golongan II 3 Orang, 

Golongan III 42 orang, Golongan IV 10 orang.  Dengan demikian 

sebagian besar pagawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Brebes sebagian besar pegawai golongan 

III yaitu sebanyak 42 orang. Atau secara jelas dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.2 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan  

di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Brebes Tahun 2022 

 

No Pangkat/Golongan L P Jumlah 

1 Pengatur Muda/ IIa - - - 

 Pengatur Muda Tk.I/ IIb - - - 

 Pengatur/ IIc - - - 

 Pengatur Tk. I/ IId 2 2 4 

2 Penata Muda/ IIIa 2 7 9 

 Penata Muda Tk. I/ IIIb 2 2 4 

 Penata / IIIc 1 2 3 

 Penata Tk.I/ IIId 7 19 26 

3 Pembina/ IVa 4 3 7 

 Pembina Tk.I/ IVb - 1 1 

 Pembina Utama Muda/ IVc 1 - 1 

 Pembina Utama Madya/ IVd - - - 

 Pembina Utama/IVe - - - 

 Jumlah 19 36 55 

Sumber : DP3KB Kabupaten Brebes 

 

Tabel 2.3 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Jabatan  

di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Brebes Tahun 2022 
 

No Eselon/Fungsional 
ASN 

Jumlah 
L P 

1 Eselon IIb 1 - 1 

2 Eselon IIIa 1 2 3 

3 Eselon IIIb - 1 1 

4 Eselon IV 1 7 8 

5 Non Eselon 2 3 5 

6 Fungsional PKB 14 23 37 

 Jumlah 19 36 55 

Sumber : DP3KB Kabupaten Brebes 
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Dari table di atas terlihat bahwa jumlah penyuluh hanya 

berjumlah 55 orang, jumlah tersebut untuk membina 297 

desa/kelurahan sehingga rata-rata jumlah desa binaan per 

penyuluh adalah 5 desa. 

 
Tabel 2.3 

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  

di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Brebes Tahun 2022 

 

No Jenis Sarana dan Prasarana 
Jumlah Kondisi 

 Baik Rusak 

1 Gedung Kantor 1 V - 

2 Gudang Obat 1 V - 

3 

Gedung Balai Penyuluh 

Keluarga Berencana beserta 

Perlengkapannya 

17 

V 

- 

4 Kendaraan Dinas Operasional 8 V - 

5 Mobil Unit Penerangan 2 V - 

6 
Mobil Pengangkut Akseptor 

Keluarga Berencana 

2 
V 

- 

7 Sepeda Motor 96 V - 

8 Komputer PC  49 V - 

9 Laptop 53 V - 

10 Printer 50 V - 

11 Meja kerja 25 V - 

12 Kursi kerja 40 V - 

13 Tempat Parkir 1 V - 

14 Jaringan WIFI 1 V - 

15 Kursi Tamu (Sofa) 3 V - 

16 Kursi Rapat 40 V - 

17 Meja Rapat 3 V - 

Sumber : DP3KB Kabupaten Brebes 
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Secara umum semua kondisi sarana dan prasarana yang 

ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Bangka dalam kondisi baik, namun masih banyak terdapat 

kekurangan terutama sarana pendukung kerja seperti meja dan 

kursi kerja pegawai, hingga sampai saat ini masih banyak lebih 

dari (30%) pegawai tidak memiliki meja dan kursi, meja kursi 

yang digunakan sekarang inipun mayoritas dalam kondisi kurang 

baik dan tidak memenuhi standar jabatan. 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender 

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari 

indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah 

berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka 

melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara 

merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM 

perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga 

berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG 

dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 

100 maka semakin tinggi kesenjangan.  

IPG Kabupaten Brebes dari tahun 2017-2021 terus meningkat 

walaupun masih di bawah nilai provinsi dan nasional :  
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Gambar .... Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Brebes 

dengan IPG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 

Sumber : BPS, 2021. 

 

Dilihat capaian IPG Kabupaten Brebes masih cukup rendah 

dibanding kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, pada 

grafik menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Brebes pada Tahun 

2021 menempati posisi 32 dari 35 kabupaten/kota : 

 

 Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi 

Jawa Tengah dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional. 

Sumber : BPS, 2021. 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Brebes 85,86 86,24 86,35 86,36 86,65

Prov. Jawa Tengah 91,94 91,95 91,89 92,18 92,48

Nasional 90,96 90,99 91,07 91,06 91,27

60

70

80

90

100

INDEK PEMBANGUNAN GENDER

9
6

,8
9

9
6

,6
3

9
6

,6
1

9
6

,5
2

9
6

,0
0

9
5

,7
4

9
5

,6
7

9
5

,5
4

9
5

,4
2

9
5

,3
7

9
5

,3
3

9
5

,3
2

9
4

,2
2

9
3

,3
0

9
3

,2
6

9
3

,0
8

9
3

,0
6

9
2

,9
6

9
2

,7
8

9
2

,5
6

9
2

,2
1

9
1

,8
9

9
1

,8
6

9
1

,6
8

9
1

,2
8

9
1

,1
6

9
1

,0
7

8
8

,5
4

8
7

,5
3

8
7

,3
2

8
7

,0
0

8
6

,6
5

8
6

,4
9

8
5

,8
9

8
4

,5
9

92,48

91,27

78,00

80,00

82,00

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

K
o

ta
 S

u
ra

ka
rt

a
K

ar
an

ga
n

ya
r

Se
m

ar
an

g
Su

ko
h

ar
jo

K
la

te
n

Te
m

an
gg

u
n

g
K

o
ta

 S
em

ar
an

g
K

o
ta

 M
ag

el
an

g
K

o
ta

 P
ek

al
o

n
ga

n
K

o
ta

 S
al

at
ig

a
P

u
rw

o
re

jo
B

an
ja

rn
eg

ar
a

B
o

yo
la

li
K

e
n

d
al

K
o

ta
 T

eg
al

P
u

rb
al

in
gg

a
K

e
b

u
m

en
K

u
d

u
s

W
o

n
o

so
b

o
P

ek
al

o
n

ga
n

P
at

i
M

ag
el

an
g

B
at

an
g

Sr
ag

en
Je

p
ar

a
D

em
ak

W
o

n
o

gi
ri

B
an

yu
m

as
Te

ga
l

R
em

b
an

g
C

ila
ca

p
B

re
b

es
P

em
al

an
g

G
ro

b
o

ga
n

B
lo

ra

Provinsi/ Kabupaten/ Kota NASIONAL JAWA TENGAH



Renstra DP3KB Kab. Brebes Tahun 2023-2026 
 

 

 

30 

 

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit 

yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi 

dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan 

politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan 

pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. 

Capaian IDG Kabupaten Brebes secara rata-rata sudah cukup baik 

tetapi masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, 

walaupun pada tahaun 2017 sampai 2021 mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dlihat pada grafik berikut : 

 

 

Grafik Persandingan capaian IDG Kabupaten Brebes dengan 

IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 

Sumber : BPS, 2021. 

 

Dilihat capaian IDG Kabupaten Brebes masih cukup rendah 

dibanding kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, pada 

grafik menunjukkan bahwa IDG Kabupaten Brebes pada Tahun 

2021 menempati posisi 31 dari 35 kabupaten/kota : 

2017 2018 2019 2020 2021

Brebes 60,72 60,94 62,04 61,93 61,89

Prov. Jawa Tengah 75,1 74,03 72,18 71,73 71,64

Nasional 71,74 72,10 75,24 75,57 76,26
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Grafik Persandingan capaian IDG Kabupaten Kota se Provinsi 

Jawa Tengah dengan IDG Provinsi dan IDG Nasional. 

Sumber : BPS, 2021. 

 

2. Perlindungan Hak Perempuan 

Kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Brebes masih 

cukup tinggi, walaupun sebenarnya yang terjadi adalah mirip 

fenomena gunumg es dimana kasus yang sebenarnya terjadi jauh 

lebih banyak dibanding dengan kasus yang dilaporkan, DP3KB 

bekerja sama dengan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Tiara dalam 

menangani hal ini. Dengan berfungsinya UPT DP3KB di kecamatan 

sebagai PPT tingkat kecamatan, jumlah laporan yang masuk 

semakin besar. 

   

3. Perlindungan Anak 

Pada Program Perlindungan Anak yang dilaksanakan pada DP3KB 

tetap dibantu oleh PPT Tiara, jumlahnya pun semakin meningkat 

seiring semakin tersebarnya informasi dan sosialisasi mengenani 

penanganan korban kekerasan pada anak. Berikut adalah data 

kekerasan pada anak yang terjadi selama tahun 2020 dan 2021, 

jumlah yang tertera belum merupakan jumlah kekerasan pada 

anak yang terjadi, melainkan hanya jumlah kekerasan yang 

dilaporkan. 
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Tabel data penanganan kasus kekerasan pada Anak di 

Kabupaten Brebes 

Sumber : DP3KB Kabupaten Brebes 2021 

  

4. Tumbuh Kembang Anak 

Partisipasi anak pra sekolah, PAUD, angka partisipasi sekolah, 

harapan lama sekolah 

Beberapa indikator yang mendukung Tumbuh Kembang Anak 

adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, berikut 

adalah tabel yang dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa Tengah 

dan Nasional 

  

Provinsi/Kabupaten/Kota 

Angka Harapan Lama Sekolah 
(HLS) menurut Jenis Kelamin 

(Tahun) 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 
menurut Jenis Kelamin (Tahun) 

Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki 

2021 2021 2021 2021 

JAWA TENGAH 12,93 12,71 07,34 8,17 

Brebes 12,04 12,15 05,55 6,78 

NASIONAL 13,22 12,95 08,17 8,92 

Sumber : BPS, 2021  

Tabel data Harapan Lama Sekolah Kabupaten Brebes dibanding 

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 

Dari data tersebut bisa terlihat bahwa nilai Kabupaten Brebes 

masih di bawah Nilai Provinsi Jawa Tengah dan Nilai Nasional. 

 

5. Peserta KB Aktif, MKJP dan Unmet need 

 Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB 

yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat 

kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia 

subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator 

ini menunjukkan jumlah peserta KB baru dan lama yang masih 

Jenis Kekerasan 2020 2021

Fisik 13 5

Psikis 3 0

Seksual 31 52

Penelantaran 0 4

Traficking 0 0

DATA PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK 
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aktif memakai alokon terus-menerus hingga saat ini untuk 

menunda, menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri 

kesuburan 

 Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani 

(unmet need) di Indonesia dikategorikan masih tinggi. Selama 

kurun waktu empat tahun terakhir, unmet need terus mengalami 

penurunan walaupun terjadi fluktuasi di antara tahun 2017 dan 

2018. Pada tahun 2015, posisi unmet need sebesar 18,3 persen 

(Supas 2015), turun menjadi 15,8 persen pada tahun 2016, naik 

menjadi 17,50 persen pada tahun 2017 dan kembali turun 

menjadi 12,4 persen pada tahun 2018 (Survei RPJMN/SKAP 2016-

2018). Dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya, 

diketahui bahwa unmet need lebih tinggi di daerah perkotaan (11 

persen) dibandingkan di daerah perdesaan (10 persen). Wanita 

tidak mau ber-KB Karena alasan kekhawatiran terhadap efek 

samping, sedangkan pada kalangan pria, yang dirinya ataupun 

isterinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak 

ingin ber-KB. 

 

Sumber : http://aplikasi.bkkbn.go.id/ 

 

6. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat terhadap urusan Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencanaan yang sampai saat ini ada adalah ada 

PEMERINTAH SWASTA
SELURUH 

TAHAPAN KS

TAHAPAN 

KPS & KS I

PENERIMA 

BANTUAN 

IURAN

BUKAN 

PENERIMA 

BANTUAN 

IURAN

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 382,016 183,915 80,822 122,394

2 Jumlah Peserta KB Aktif : 114,093 149,178 263,271 135,602 63,383 106,682

a. IUD           10,117 2,689 12,806 5,399 3,167 6,643

b. MOW              5,138 715 5,853 2,361 2,143 2,593

c.                          MOP                         740 21 761 403 309 249

d.              KONDOM             1,063 681 1,744 537 374 545

e. IMPLAN         30,567 2,412 32,979 11,451 7,636 12,579

f. SUNTIK                               43,490 135,602 179,092 100,961 42,794 72,683

g. PIL                 22,978 7,058 30,036 14,490 6,960 11,390

3 Jumlah Pasangan Usia Subur bukan Peserta KB : 118,745 48,313 17,439 15,712

a. Hamil                        18,947 7,264 1,816 1,754

b. Ingin Anak Segera     39,429 13,129 4,995 5,643

c.                          Ingin Anak Ditunda 23,144 10,331 2,970 3,009

d.              Tidak Ingin Anak Lagi 37,225 17,589 7,658 5,306

PEMBINAAN PUS DAN KESERTAAN BER-KB

Des-21

(2)

NO U R A I A N

PUS DAN KESERTAAN KB MENURUT

JALUR PELAYANAN TAHAPAN KS

JAMINAN 

KESEHATAN 

NASIONAL
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beberapa kerjasama dengan berbagi berbagai organisasi 

kemasyarakatan seperti Dharma Wanita, GOW, Muslimat, 

Aisyiyah dalam rangka sosialisasi tentang program. Di samping 

telah terbentuknya gugus tugas perlindungan perempuan dan 

anak di 16 desa di Kabupaten Brebes. Dalam hal sosialisasi 

keluarga berencana ada nilai tambah dengan adanya NGO yang 

memfasilitasi 60 orang dari Muslimat sebagai tenaga fasilitator 

keluarga berencana. 
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Tabel  2.4 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Brebes Tahun 2017-2021 

 

No Aspek/Fokus/Bidang 

Urusan/Indikator Kinerja 

Pembangunan Daerah 

SATUAN Target Kinerja Pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Rasio Capaian Kinerja Pada Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

  Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

                                

1 Persentase partisipasi perempuan di 

lembaga pemerintah (%) 

% 25.97 27.50       25.97 25.97       100% 94.44%       

2 Jumlah kebijakan yang mendukung 

pelaksanaan PUG dibidang 

(ekonomi, sosial, politik dan 

hukum) dalam bentuk perda dan 

perbub 

Dokumen 0 4       0 0       100% 0%       

3 Partisipasi perempuan di lembaga 

legislatif (%) 

% 16 20       16 16       100% 80%       

4 Penyelesaian pengaduan korban 

tindak kekerasan dan diskriminasi 

(%) 

% 95 95       95 95       100% 100%       

5 Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) di tingkat 

kecamatan dan kabupaten (unit) 

Unit 18 18       18 18       100% 100%       

6 Rasio KDRT % 0.03 0.03       0.03 0.03       100% 100%       
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7 Partisipasi angkatan kerja 

perempuan (%) 

% 87 11       87 87       100% 790.91%       

8 Penyelesaian pengaduan 

perlindungan perempuan dan anak 

dari tindakan kekerasan (%) 

% 100 100       100 100       100% 100%       

9 Jumlah Focal Point yang terbentuk 

(unit) 

Unit 50 200       50 50       100% 25.0%       

  Program Peningkatan Kualitas 

Hidup dan Perlindungan 

Perempuan dan Anak 

                                

10 Jumlah kelompok usaha kecil 

perempuan (baru) 

Kelompok 50 60       50 50       100% 83.3%       

  Program Peningkatan 

Kelembagaan Pengarusutamaan 

Gender dan Anak 

                                

11 Jumlah Forum Anak Kabupaten & 

Kecamatan (kelompok) 

Kelompok 18 18       18 18       100% 100%       

12 Jumlah forum anak desa/kelurahan 

(kelompok) 

Kelompok 50 50       50 50       100% 100%       

13 Prosentase perencanaan 

pembangunan yang melibatkan 

anak (musrenbang) (%) 

% 80 80       80 80       100% 100%       

14 Jumlah kebijakan yang mendukung 

pemenuhan hak anak (dalam bentuk 

perda, perbub dan perdes) 

Dokumen 12 19       12 12       100% 63.2%       
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15 Jumlah kebijakan yang mendukung 

pemenuhan hak anak (dalam bentuk 

perda, perbub dan perdes) 

Dokumen 11 16       11 11       100% 68.8%       

16 Jumlah Forum Advokasi KLA 

Tingkat Kabupaten dan Desa/ 

Kelurahan yang aktif dan berfungsi 

Advokasi 14 16       14 14       100% 87.5%       

  Program Keluarga Berencana                                 

1 Cakupan peserta KB aktif (%) % 68.35 85.00       68.35 68.00       100% 80%       

2 Unmetneed KB % 22.96 9.00       22.96 8.46       100% 94%       

3 Cakupan PUS dengan Istri usia 

dibawah 20 tahun (%) 

% 1.24 3.00       1.24 1.24       100% 41.33%       

4 Persentase Peserta KB Aktif Pria 

dibanding jumlah peserta KB Aktif 

(%) 

%  0.61 3.50       0.61 0.60       100% 17.14%       

  Program Penyiapan Tenaga 

Pendamping Kelompok Bina 

Keluarga 

                                

5 Persentase Anggota UPPKS yang 

PUS ber-KB (%) 

% 67.81 88.00       67.81 67.81       100% 77.06%       

6 Rasio PLKB dengan 

Desa/Kelurahan (orang) 

org 0.05 0.04       0.05 0.05       100% 103.36%       

  Renstra Transisi 2019-2021                                 

  Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

                                

1 Persentase meningkatnya 

implementasi Pengarusutamaan 

%     12.00 14.00 16.00     12.45 14.00 16.00     103.75% 100% 100% 
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Gender dan Kabupaten Layak Anak  

(%) 

2 Cakupan Pembentukan forum anak 

desa dibanding jumlah desa (%) 

%     30.30 35.35 40.40     35.35 35.35 40.40     116.67% 100% 100% 

3 Cakupan penanganan kasus 

kekerasan perempuan dan anak 

dibanding kasus terlapor (%) 

%     100 100 100     100 100 100     100% 100% 100% 

  Program Pengendalian Penduduk 

Penyuluhan dan Penggerakan 

                                

1 Tersedianya data mikro keluarga 

dan kependudukan (Profil KKBPK)  

Dokumen     1 1 1     1 1 1     100% 100% 100% 

2 Tersedianya media KIE KKBPK 

(Grand Design KKBPK) 

Dokumen     1 1 1     1 1 1     100% 100% 100% 

  Program Pembinaan Peran Serta 

Masyarakat dalam Pelayanan 

KB/KR Mandiri 

                                

1 Cakupan Peserta KB Aktif (%) %     72.65 69.15 69.45     69.18 69.31 69.58     95.22% 100.23% 100.19% 

2 Cakupan Kelompok Bina Keluarga 

Paripurna (%) 

%     57.89 64.47 71.05     58.82 64.71 71.10     101.61% 100.37% 100.07% 
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Tabel 2.5 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Tahun 2017-2021 

 

 

NO PROGRAM 
ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI PADA TAHUN 

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN 
PADA TAHUN 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

  667,083,000 753,425,000 716,780,980     583,803,703 613,852,538 633,978,631     87.52% 81.47% 88.45%   

2 
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

  596,772,000 2,246,675,000 2,020,363,830     501,898,669 1,934,097,181 1,735,055,982     84.10% 86.09% 85.88%   

3 Program peningkatan disiplin aparatur   23,940,000 0 0     23,560,000 0 0     98.41% 0.00% 0.00%   

4 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

  44,295,000 4,000,000 23,908,500     33,698,400 4,000,000 9,256,000     76.08% 100.00% 38.71%   

5 
Program peningkatan pengembangan 
sistem pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan 

  35,570,000 38,110,000 58,250,000     24,857,000 32,559,000 51,207,000     69.88% 85.43% 87.91%   

  
Program Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan anak 

    1,039,800,000         1,013,635,400         97.48%     

6 
Program keserasian Kebijakan Peningkatan 
Kualitas Anak dan Perempuan 

  106,500,000         106,183,000         99.70%       

7 
Program Penguatan Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak 

  243,400,000         241,920,500         99.39%       

8 
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 
Perlindungan Perempuan 

  349,900,000         345,890,300         98.85%       
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9 
Program peningkatan peran serta dan 
kesetaraan jender dalam pembangunan 

  395,000,000         389,400,000         98.58%       

10 Program Keluarga Berencana   8,418,249,000 3,661,654,000       7,475,357,635 3,320,192,900       88.80% 90.67%     

  
Program Pengendalian Penduduk 
Penyuluhan dan Penggerakan 

    3,387,619,000 2,852,683,560       3,240,635,190 2,610,856,619       95.66% 91.52%   

11 Program Kesehatan Reproduksi Remaja   69,867,000         68,726,075         98.37%       

12 Program pelayanan kontrasepsi   39,283,000         38,387,600         97.72%       

13 
Program pengembangan pusat pelayanan 
informasi dan konseling KRR 

  40,000,000         39,957,000         99.89%       

14 
Program penyiapan tenaga pedamping 
kelompok bina keluarga 

  50,000,000         49,768,348         99.54%       

15 
Program pengembangan model 
operasional BKB-Posyandu-PADU 

  50,000,000         48,065,000         96.13%       

  DPA 2021                               

1 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

        4,919,254,027         4,633,692,961         94.20% 

2 
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN 
GENDER DAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN 

        443,844,100         453,526,730         102.18% 

3 
PROGRAM PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 

        33,000,000         33,000,000         100.00% 

4 
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK 
(PHA) 

        120,975,600         120,884,750         99.92% 

5 
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS 
ANAK 

        451,830,000         413,001,824         91.41% 

6 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK         1,590,279,602         1,589,751,530         99.97% 

7 
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 
BERENCANA (KB) 

        4,622,501,620         4,255,534,727         92.06% 

8 
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA 
(KS) 

        1,248,205,000         1,141,290,500         91.43% 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

 

Program Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

hakikatnya adalah membangun sumber daya manusia.  Dan untuk 

melihat keberhasilannya akan membutuhkan waktu yang panjang, 

mungkin beberapa dekade mendatang baru akan terasa hasil dan 

manfaatnya.  

 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai lembaga 

pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan 

program tersebut tentu ke depan dituntut untuk semakin eksis dan 

memilki integritas tinggi, sebab isu-isu dan permasalahan yang dihadapi 

ke depan akan semakin sulit dan komplek.   

 

2.4.1 Tantangan  

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan 

Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di 

Kabupaten Brebes mengenai pentingnya pengintegrasian 

perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan 

masih kurang. 

2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara 

efektif di Kabupaten Brebes dalam mewujudkan kesetaraan 

dan keadilan gender dalam pembangunan. 

3. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit 

untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga. 

4. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak 

semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk 

memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya 

perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan 

penipuan. 
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5. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak 

menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi 

kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.  

6. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak 

harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan 

pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi 

tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.  

7. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang 

menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia 

usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak 

8. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan 

mengenai pentingnya mendukung Program Pengendalian, 

Penduduk, dan Keluarga Berencana masih kurang. 

9. Pemahaman keikut sertaan Keluarga Berencana Pria masih 

rendah 

10. Regulasi dan kebijakan yang relative belum menyentuh 

kepada pelaksanaan program program pengendalian, 

penduduk, dan kleuarga berencana di Daerah. 

11. Kesadaran peserta Keluarga Berencana aktif terhadap Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kurang. 

12. Regulasi lintas sektoral yang kontra dengan azas-azas 

kepesertaan Keluarga Berencana. 

13. Norma budaya lokal yang menghambat partisipasi masyarakat 

untuk ber-Keluarga Berencana. 

 

2.4.2. Peluang 

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan 

Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai 

berikut: 

a. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian 

terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat 

dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait 

perempuan dan anak. 
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b. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan 

Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam 

peningkatan kualitas pemenuhan hak anak. 

c. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat 

dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak. 

d. Potensi dukungan institusi-institusi di tingkat lini lapangan. 

e. Terbukanya akses Pendidikan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana untuk masuk ke dunia pendidikan formal, non 

formal dan informal. 

f. Terbukanya akses KIE Kependudukan dan Keluarga 

Berencana ke para tokoh agama dan tokoh masyarakat. 

g. Dukungan pendanaan dari luar APBD 
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BAB III 

PERMASALAHAN ISU STRATEGIS DP3KB 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi adalah sebagai berikut: 

A.  Permasalahan Terkait Kesekretariatan: 

1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik. 

2) Rendahnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. 

3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang 

pelayanan perangkat daerah. 

B.  Permasalahan Terkait Kesetaraan Dan Keadilan Gender: 

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat tetapi tidak 

signifikan dan IPG masih lebih rendah dari Daerah Lain dan 

Provinsi Jawa Tengah. 

2) Rata-rata lama sekolah perempuan relatif lebih rendah 

dibandingkan Rata-rata lama sekolah jenis kelamin laki laki.  

3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan 

kondisi ideal dan daerah lain.  

4) Rendahnya partisipasi dan peran perempuan dalam bidang 

pembangunan. 

5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, 

terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.  

6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan 

tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh 

penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.  

7) Belum semua PD menyusun PPRG. 

C.  Permasalahan Terkait Perlindungan Hak Perempuan: 

1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari 

jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus 

KDRT.  

2) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak 

perempuan.  
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D.  Permasalahan Terkait Perlindungan Anak: 

1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak 

anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak 

berhadapan dengan hukum (ABH)  

2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti 

pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus 

pornografi dan cyber crime.  

3) Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 

4) Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender 

dan anak, termasuk partisipasi masyarakat. 

5) Belum tersedia  data gender dan anak 

E.  Permasalahan terkait tumbuh kembang anak: 

1) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak 

yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.  

2) Tingginya perkawinan dibawah umur 

3) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah 

anak  

4) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak. 

5) Terbatasanya SDM perlindungan anak yang terlatih 

F. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak 

1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat 

dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan Dunia Usaha/Dunia 

Industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.  

G.  Permasalahan Terkait Pelayanan Keluarga Berencana 

1) Rendahnya mutu SDM tenaga lini lapangan sehingga 

menghambat kelancaran pelaksanaan program di tingkat lini 

lapangan.  

2) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur 

dan remaja akan hak-hak reproduksi. 

3) Rendahnya cakupan peserta Keluarga Berencana MKJP 

4) Rendahnya partisipasi pria dalam ber-Keluarga Berencana. 

5) Masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan program 

Keluarga Berencana. 
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6) Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga. 

7) Belum optimalnya keberadaan kelompok-kelompok kegiatan di 

tingkat Kecamatan 

8) Belum optimalnya kesertaan ber-Keluarga Berencana bagi 

anggota kelompok Tribina 

9) Kurangnya modal dalam usaha mikro kecil menengah binaan. 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

Visi Kabupaten Brebes adalah :  

“BREBES YANG MADANI, MAJU, DAN SEJAHTERA” 

Visi tersebut merupakan sebuah cita-cita kondisi ideal yang ingin dicapai 

oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam lima tahun kedepan. dari visi 

tersebut dapat diuraikan misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal 

2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan 

partisipatif 

4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing 

berbasis pada potensi keunggulan lokal 

5. Mewujudkan peningkatkan dan pemerataan pembangunan 

prasarana dan sarana daerah 

6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat 

dalam pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah 

tercantum pada tabel berikut ini. 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

3.3.1 Telaahan Renstra K/L  

Tabel 3.1 
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Brebes berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian PPPA 

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 
Penanganannya 
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No Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

Kementrian PPPA 

Permasalahan 

Pelayanan 

Perangkat 

Daerah 

Sebagai Faktor 

 Penghambat Pendorong 

1 Meningkatkan 

Kesetaraan Gender, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Hak 

Perempuan 

(https://peraturan.go.id) 

• Rendahnya 

partisipasi dan 

peran perempuan 

dalam bidang 

pembangunan 

• Keterlibatan 

perempuan di 

lembaga legislatif 

relatif rendah, 

terlihat dari rasio 

Keterwakilan 

perempuan dalam 

parlemen. 

• Kesenjangan 

pendapatan 

antara laki-laki 

dan perempuan 

tergolong tinggi, 

terlihat dari 

pendapatan yang 

diperoleh 

penduduk laki-

laki dan 

penduduk 

perempuan 

• Masih belum 

meratanya 

pemahaman dan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan 

anak 

• Perhatian dan 

partisipasi dari 

kalangan dunia 

usaha/dunia 

industri (DUDI) 

tentang PPPA 

masih belum 

optimal 

• Pelaksanaan 
Perencanaan 
dan 
penganggaran 

responsif 
gender belum 
optimal. 

• Terbatasnya 
anggaran 
program 
untuk 

mendukung 
PUG dan 
Perencanaan 

dan 
penganggaran 

responsif 
gender 

• Terbatasnya 
personil yang 
melayani 

penanganan 
kasus 

kekerasan 
terhadap 
perempuan 

dan anak 

• Terbatasnya 
SDM 
perlindungan 
anak yang 

terlatih 
 

 
 

• Adanya 
komitmen Kepala 
Daerah untuk 
meningkatkan 

Pemberdayaan 
Perempuan 

• Adanya 
kerjasama yang 

baik antara 
pemerintah 
daerah dan 

instansi terkait 
melalui lembaga 
P2TP2A 

• Adanya 
komitmen Kepala 

Daerah untuk 
mengembangkan 

Kota Layak Anak 
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No Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

Kementrian PPPA 

Permasalahan 

Pelayanan 

Perangkat 

Daerah 

Sebagai Faktor 

 Penghambat Pendorong 

2 Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat dan Kualitas 

Keluarga dalam 

Pembangunan PPPA 

(https://peraturan.go.id) 

• Belum semua 

perangkat daerah 

menyusun PPRG 

• Tingginya kasus 

kekerasan 

terhadap 

perempuan, 

terlihat dari 

jumlah kasus 

kekerasan 

terhadap 

perempuan dan 

jumlah kasus 

KDRT 

• peran 

kelembagaan 

perlindungan hak 

perempuan 

• Tingginya angka 

perceraian 

• Terjadinya 

berbagai praktik 

buruk yang 

mengancam hak-

hak anak, seperti 

pekerja anak 

perkawinan anak, 

dan anak 

berhadapan 

dengan hukum 

(ABH) 

• Munculnya 

berbagai tindak 

kekerasan di 

media online 

seperti pornografi, 

pelecehan seksual, 

dan penipuan, 

terlihat dari kasus 

pornografi dan 

cyber crime. 

• Tingginya tindak 

kekerasan 

terhadap anak 

• Rendahnya 

tingkat 

kesejahteraaan 

dan perlindungan 

anak 

• Lemahnya 
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Tabel 3.2 

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes 

berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan 

Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

 

No Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

BKKBN 

Permasalahan 

Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Meningkatnya kesertaan 

keluarga dalam Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi 

(https://www.bkkbn.go.i

d) 

▪ Masih tingginya 

tingkat kelahiran 
penduduk 

▪ Rendahnya 
cakupan peserta 
Keluarga 

Berencana MKJP 
▪ Tingginya angka 

unmeetned 
▪ Tingginya angka 

drop out ber-

Keluarga 
Berencana 

▪ Belum optimalnya 

kesertaan ber-
Keluarga 

Berencana bagi 
angoota kelompok 
Tribina 

 

• Terbatasnya 
anggaran 
program 

untuk 
mendukung 

pelaksanaan 
program 
pengendalian 

penduduk dan  
keluarga 

berencana 

• Terbatasnya 
personil yang 
melaksanakan  
program 

pengendalian 
penduduk dan  
keluarga 

berencana 
Belum 

optimalnya 

pemahaman 

para 

pengambil 

kebijakan 

• Adanya 
komitmen 
kepala daerah 

untuk 
meningkatkan 

capaian 
akseptor 
Keluarga 

Berencana 

• Adanya 
pembantuan 
dan fasilitasi 

dari lembaga 
BKB Pusat  
melaui 

perwakilan 
propinsi untuk 
melaksanakan 

program 
pengendalian 

penduduk dan  
keluarga 
berencana 

2 Meningkatnya 

kemampuan keluarga 

dalam pendampingan 

masa perkembangan 

remaja dan penguatan 

• Kurangnya 

pengetahuan dan 

kesadaran 

pasangan usia 

subur dan remaja 

No Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

Kementrian PPPA 

Permasalahan 

Pelayanan 

Perangkat 

Daerah 

Sebagai Faktor 

 Penghambat Pendorong 

kelembagaan dan 

jaringan 

pengarusutamaan 

gender dan anak, 

termasuk 

partisipasi 

masyarakat 

• Belum tersedia  

data gender dan 

anak 

• Tingginya angka 

perkawinan 

dibawah umur 

• Belum semua 

sekolah termasuk 

kategori sekolah 

ramah anak 
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No Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

BKKBN 

Permasalahan 

Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

karakter 

(https://www.bkkbn.go.i

d) 

akan hak-hak 

reproduksi 

• Masih rendahnya 

usia kawin 

pertama 

perempuan 

untuk 

mendukung 

penganggaran 

program 

pengendalian 

penduduk 

dan  keluarga 

berencana 
3 Meningkatnya 

pemanfaatan data dan 

informasi kependudukan 

dan keluarga sebagai 

basis pengelolaan 

pembangunan 

kependudukan 

(https://www.bkkbn.go.i

d)  

 

• Rendahnya 

partisipasi pria 

dalam ber-Keluarga 

Berencana 

4 Meningkatnya 

Pelaksanaan Program 

Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan 

Keluarga Berencana 

diseluruh tingkatan 

wilayah 

(https://www.bkkbn.go.i

d) 

• Masih Lemahnya 

ekonomi dan 

ketahanan 

keluarga 

• Belum optimalnya 

keberadaan 

kelompok-

kelompok kegiatan 

di tingkat 

Kecamatan 

• Kurangnya Modal 

dalam usaha 

ekonomi 

 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah 

mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 

terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut 

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan  

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender  

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.  

https://www.bkkbn.go.id/
https://www.bkkbn.go.id/


Renstra DP3KB Kab. Brebes Tahun 2023-2026 
 

 

 

51 

 

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk 

TPPO.  

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan 

rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan 

dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun. 

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan termasuk TPPO 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan 

komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan 

korban kekerasan.  

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan  pemenuhan hak 

anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus 

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya status capaian Kabupaten Layak Anak. 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Skor 

capaian kota layak akan 

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait 

perlindungan khusus kepada anak 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:  

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus 

yang memperoleh layanan sesuai dengan standar 

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh 

(100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan 

perlindungan khusus yang sesuai dengan standar. 

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus 

kepada anak 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus 

kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif 

sesuai dengan standar 
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4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar 

lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak 

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan 

dunia usaha, media, dan organisasi agama dan 

kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat. 

 

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi  

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat 

Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan Perangkat 

Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga tentram, 

mandiri dan bahagia. 

2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk 

Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya berkualitas 

sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi 

pembangunan. 

 
 

Tabel 3.3 
Permasalahan Pelayanan Kabupaten Brebes 

berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 

Penanganannya 

No 

Sasaran Jangka 

Menengah 

Renstra 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

Permasalahan Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Meningkatkan 

Kesetaraan 

Gender, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Hak 

Perempuan 

 

• Lemahnya kapasitas 
SDM provinsi dan 
kabupaten/kota yang 

menangani 
pengarusutamaan 

gender dan 
pemberdayaan 
perempuan; 

• Lemahnya kinerja dan 
jejaring lembaga 

• Terbatasnya 
anggaran 
program untuk 

mendukung 
PUG dan 

Perencanaan 
dan 
penganggaran 

responsif 
gender 

• Adanya 
komitmen Kepala 
Daerah untuk 

meningkatkan 
Pemberdayaan 

Perempuan 

• Adanya 
kerjasama yang 
baik antara 
pemerintah 
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No 

Sasaran Jangka 

Menengah 

Renstra 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

Permasalahan Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

masyarakat serta 

partisipasi masyarakat 
dalam 
pengarusutamaan 

gender dan 
pemberdayaan 
perempuan. 

• Belum optimalnya 
penanganan 

perlindungan bagi 
perempuan kelompok 

rentan sebagai upaya 
pengurangan risiko; 

• Terbatasnya 
personil yang 
melayani 

penanganan 
kasus 
kekerasan 

terhadap 
perempuan dan 
anak 

• Pelaksanaan 
Perencanaan 

dan 
penganggaran 

responsif 
gender belum 
optimal. 

daerah dan 

instansi terkait 
melalui lembaga 
P2TP2A 

• Adanya 
komitmen Kepala 

Daerah untuk 
mengembangkan 
Kota Layak Anak 

2 Meningkatnya 

capaian indikator 

IPG dan IDG; 

• Strategi 
Pengarusutamaan 

Gender dan 
Pemberdayaan 

Perempuan belum 
menjadi mainstream 
bagi seluruh OPD dan 

Pemerintah 
Kabupaten/Kota; 

• Rendahnya 
keterwakilan 
perempuan pada 

lembaga-lembaga 
pengambilan 

keputusan (legislatif, 
eksekutif, yudikatif) 
maupun lembaga-

lembaga swasta; 

 

• Kurangnya 

anggaran 

kegiatan 

peningkatan 

gender 

 

• Sudah 

terbentuknya 

forum anak 

3 Meningkatnya 

ketersediaan data 

dan informasi 

gender di setiap 

OPD Provinsi dan 

Kabupaten/ Kota; 

• Belum tersedianya 

profil perempuan dan 

anak yang diperbarui 

secara berkala 

• Kurangnya jumlah 

personil yang 

menangani sistem 

data dan informasi 

gender dan anak di 

kabupaten/kota; 

• Belum adanya sistem 

pencatatan Anak 

Berhadapan dengan 

Hukum (ABH);ra 

berkala; 

 

• Belum 

adanya 

sistem data 

informasi 

gender 

• Peningkatan 

kemitraan dan 

kerjasama di 

bidang 

pendidikan, 

pelatihan, dan 

pengembangan 

untuk 

memperkuat 

kelembagaan  

4 Menurunnya 

angka dropout 

dan unmetneed 

dan 

• Komitmen dan 

dukungan kebijakan 

Kabupaten/Kota di 

bidang pengendalian 

• Terbatasnya 
personil yang 

melaksanakan
program 

• Adanya 

komitmen 

kepala daerah 

untuk 
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No 

Sasaran Jangka 

Menengah 

Renstra 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

Permasalahan Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

meningkatnya 

Contraceptive 

Prevalance Rate 

(CPR); 

penduduk dan 

keluarga berencana 

belum optimal; 

• Semakin 

berkurangnya jumlah 

tenaga penyuluh 

lapangan keluarga 

berencana 

(PLKB/PKB) di 

kabupaten/kota; 

• Tingginya unmet need 

karena pasangan usia 

subur (PUS) ingin 

anak ditunda dan 

tidak ingin punya 

anak lagi tapi tidak 

mau menggunakan 

alat kontrasepsi 

(alkon); 

• Belum optimalnya 

advokasi dan 

komunikasi, 

informasi, edukasi 

(KIE) penggerakan 

program keluarga 

berencana (KB) guna 

peningkatan 

kesertaan keluarga 

berencana (KB); 

pengendalian 

penduduk dan  
keluarga 
berencana 

• Belum 
optimalnya 

pemahaman 
para 
pengambil 

kebijakan 
untuk 

mendukung 
penganggaran 
program 

pengendalian 
penduduk dan  

keluarga 
berencana 

• Terbatasnya 
anggaran 
program untuk 

mendukung 
pelaksanaan 
program 

pengendalian 
penduduk dan  

keluarga 
berencana 

meningkatkan 

capaian 

akseptor 

Keluarga 

Berencana 

• Institusi 

masyarakat 

yang sudah 

terbentuk dari 

tingkat 

kabupaten 

sampai tingkat 

RT 

 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Dalam waktu lima tahun ke depan Perangkat Daerah tidak 

merencanakan akan melaksanakan Tata Ruang (RT/RW)  karena 

jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan 

Perangkat Daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik 

dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan 

fungsi ruang”. 
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2.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (tidak ada) 

 

 Dalam waktu lima tahun ke depan Perangkat Daerah tidak 

merencanakan akan melaksanakan Tata Ruang (RT/RW)  karena 

jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi 

perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan 

perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik 

dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan 

fungsi ruang”. 

 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

 

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena 

dampaknya yang signifikan bagi (DP3KB) Kabupaten Brebes di 

masa datang. Isu srtategis yang berkembang dewasa ini akan 

bertambah banyak dan komplek, untuk itu perlu dilakukan metode 

diskusi dengan melibatkan seluruh bidang yang ada di DP3KB 

Kabupaten brebes. Adapun rumusan isu-isu strategis yang 

dihasilkan dari diskusi tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun 

masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.  

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih  rendah 

dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata Provinsi dan atau 

Nasional.  

3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari 

jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus 

KDRT.  

4. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti 

pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, 

cyber crime dll. 

5. Tingginya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk 
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BAB IV 

TUJUAN, DAN SASARAN 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah  

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, pemetaan potensi, 

peluang dan tantangan serta hasil telaah visi dan misi RPJMD Kabupaten 

Brebes Tahun 2023 - 2026, telaah Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi 

Jawa Tengah 2020 - 2024, Renstra Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Pelindungan Anak Tahun 2020 – 2024 dan Renstra Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2020 – 2024, maka 

terdapat 5 (Lima) isu strategis terkait dengan pelayanan DP3KB Kabupaten 

Brebes yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan 

tujuan dan sasaran dan target kinerja DP3KB Kabupaten Brebes dalam 

kurun waktu 2023-2026. 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh 

Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut 

1.  Mewujudkan Keluarga Kecil Yang Bahagia Sejahtera 

 Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini meliputi : 

a. Meningkatnya Akseptor Keluarga Berencana 

b. Menurunnya angka usia pernikahan anak 

c. Menurunnya Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I 

d. Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana Aktif 

e. Menurunnya jumlah pasangan usia subur yang isterinya 

dibawah usia 20 tahun (minimal 3,5%) 

f. Persentase angka kegagalan /komplikasi ber- KB 

g. Meningkatnya Anggota Tribina ber-Keluarga Berencana  

2. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dengan sasaran 

meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender. 

3. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak dan pemenuhan 

hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus 

dengan sasaran sebagai berikut : 

a. Meningkatnya capaian indikator-indikator Kabupaten layak 

anak. 

b. Meningkatkan kualitas perencanaan responsif gender, 

sasarannya adalah Meningkatnya kualitas data gender, 

Pelaksanaan PPRG oleh semua Perangkat Daerah, dan Desa.  
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c. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anak korban 

kekerasan dengan sasaran meningkatnya pelayanan  anak 

korban tindak kekerasan. 

 

 

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah   

4.2.1 Strategi 

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan penyuluhan, advokasi, pelayanan, dan 

pembinaan terhadap calon peserta Keluarga Berencana dan 

peserta Keluarga Berencana aktif 

2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas lembaga-lembaga Pusat 

Informasi Konseling Remaja 

3. Meningkatkan  Kuantitas dan Kualitas Kelompok-kelompok 

UPPKS 

4. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan 

mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah melalui 

koordinasi 

5. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui  

peningkatan kapasitas, kuantitas  dan sumber daya lembaga 

penyedia layanan pemenuhan hak-hak anak 

6. Penyusunan instrumen data gender melalui koordinasi dan 

konsolidasi Perangkat Daerah serta kegiatan forum Data 

7. Meningkatkan pelayanan bantuan perlindungan anak korban 

kekerasan melalui penyediaan Dana Operasional Pusat 

Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 

8. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang 

melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan 

pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, 

penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan 

reintegrasi sosial. 

9. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok 

masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan. 
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4.2.2 Kebijakan 

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi 

adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan penyuluhan, advokasi, pelayanan, dan pembinaan 

dengan fokus Kominikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) 

2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas lembaga-lembaga Pusat 

Informasi Konseling Remaja dengan fokus pembentukan dan 

pembinaan lembaga pusat konseling 

3. Peningkatan Kualitas kelompok-kelompok UPPKS  dengan fokus 

pembekalan dan pelatiha keterampilan. 

4. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan 

pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan 

implementasi PPRG dengan fokus Anggaran berbasis PPRG 

5. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada pencapaian indikator 

Kabupaten layak anak. 

6. Penyelesaian penyusunan Data Gender dengan fokus pada 

koordinasi dan konsolidasi Perangkat Daerah 

7. Peningkatan cakupan layanan anak korban tindak kekerasan 

dengan fokus pada pengembangan kapasitas pusat layanan 

korban tindak kekerasan perempuan dan anak 

8. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap 

perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang dengan 

fokus pada pengembangan kapasitas dan sumber daya 

9. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan 

ekonomi rumah tangga dengan fokus pada perempuan 

disabilitas, korban kekearasn, kelompok rentan dan kepala 

keluarga perempuan miskin. 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 

5.1 Strategi  

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan penyuluhan, advokasi, pelayanan, dan 

pembinaan terhadap calon peserta Keluarga Berencana dan 

peserta Keluarga Berencana aktif 

2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas lembaga-lembaga Pusat 

Informasi Konseling Remaja 

3. Meningkatkan  Kuantitas dan Kualitas Kelompok-kelompok 

UPPKS 

4. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan 

mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah melalui 

koordinasi 

5. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui  

peningkatan kapasitas, kuantitas  dan sumber daya lembaga 

penyedia layanan pemenuhan hak-hak anak 

6. Penyusunan instrumen data gender melalui koordinasi dan 

konsolidasi Perangkat Daerah serta kegiatan forum Data 

7. Meningkatkan pelayanan bantuan perlindungan anak korban 

kekerasan melalui penyediaan Dana Operasional Pusat 

Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 

8. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang 

melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan 

pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, 

penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan 

reintegrasi sosial. 

9. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok 

masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan. 

 

5.2 Kebijakan 

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi 

adalah sebagai berikut: 
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1. Peningkatan penyuluhan, advokasi, pelayanan, dan pembinaan 

dengan fokus Kominikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) 

2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas lembaga-lembaga Pusat 

Informasi Konseling Remaja dengan fokus pembentukan dan 

pembinaan lembaga pusat konseling 

3. Peningkatan Kualitas kelompok-kelompok UPPKS  dengan fokus 

pembekalan dan pelatiha keterampilan. 

4. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan 

pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan 

implementasi PPRG dengan fokus Anggaran berbasis PPRG 

5. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan 

pembentukan Kabupaten Layak Anak 

6. Penyelesaian penyusunan Data Gender dengan fokus pada 

koordinasi dan konsolidasi Perangkat Daerah 

7. Peningkatan cakupan layanan anak korban tindak kekerasan 

dengan fokus pada pengembangan kapasitas pusat layanan 

korban tindak kekerasan perempuan dan anak 

8. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap 

perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang dengan 

fokus pada pengembangan kapasitas dan sumber daya 

9. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan 

ekonomi rumah tangga dengan fokus pada perempuan 

diasbilitas, korban kekearasn, kelompok rentan dan kepala 

keluarga perempuan miskin. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang 

sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas 

beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah 

sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya 

dijabarkan Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program 

prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas 

ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat 

Daerah. 

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, 

merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome 

merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk 

beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari 

kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari 

jenis layanan Perangkat Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program 

prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah 

ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan 

kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, 

sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa 

instansi terkait dalam rangka melibatkan partisifasi aktif masyarakat guna 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan 

merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari 

pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi 

organisasi. 
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Tabel 6.1. 
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes 
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DRAFT RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BREBES TAHUN 2023 - 2026
 

NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Meningkatnya Akses Dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap

Perempuan Dan Anak Serta Kesetaraan Gender

1.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) % 86,36 86,56 86,76 86,96 87,16 87,36 87,56

1.1. Meningkatnya IPG

1.1.1. Pendapatan per kapita perempuan Rupiah 7.014.000,00 7.064.000,00 7.114.000,00 7.184.000,00 7.254.000,00 7.324.000,00 7.424.000,00

2.8.2. PROGRAM PENGARUS
UTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

731.288.000 786.288.000 786.288.000 786.288.000

1. Persentase anggaran yang responsif
gender(%)

% 0,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.2.1. Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota

731.288.000 786.288.000 786.288.000 786.288.000

1. Jumlah lembaga yang mendukung
Pengarustamaan Gender

Lembaga 0,00 0,00 0,00 49,00 49,00 49,00 49,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.2.1.3. Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan
PUG termasuk PPRG

431.288.000 486.288.000 486.288.000 486.288.000

1. Kelompok Perempuan RENTAN
yang dilatih

Kelompok 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2. Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG) yang
dilatih di Kabupaten Brebes

Organisasi 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

3. Pendampingan dan Monitoring
Pelatihan Keterampilan Bagi
Perempuan Kelompok RENTAN

Desa 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

4. Gerakan Sayang Ibu (GSI) Pada
Desa Angka Kematian Ibu dan
Balita Tinggi yang didampingi

Desa 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.2.1.4. Sosialisasi Kebijakan
Pelaksanaan PUG termasuk
PPRG

300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

1. Peningkatan Pertumbuhan
Ekonomi Perempuan Melalui
Organisasi Wanita

Kelompok 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.3. PROGRAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

400.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000

1. Persentase perempuan korban
kekerasan yang mendapat layanan
komprehensif(%)

% 25,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.8.3.3. Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

400.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000

1. Cakupan perempuan korban
kekerasan yang mendapatkan
pendampingan

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.3.3.4. Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

400.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000

1. Peningkatan Kapasitas bagi
Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan dan Anak

Lembaga 0,00 0,00 0,00 49,00 49,00 49,00 49,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

1.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 61,93 62,19 62,19 62,45 62,71 63,57 64,43

1.3. Peringkat Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Status 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00

1.3. Terwujudnya Kabupaten Layak Anak

1.3.1. Persentase Desa / kelurahan layak anak % 43,77 53,87 63,97 73,97 84,97 94,97 100,00

2.8.6. PROGRAM PEMENUHAN HAK
ANAK (PHA)

730.136.000 730.136.000 730.136.000 730.136.000

1. Persentase anggaran yang responsif
anak(%)

% 0,00 0,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.6.1. Pelembagaan PHA pada Lembaga
Pemerintah,
Nonpemerintah, dan
Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

730.136.000 730.136.000 730.136.000 730.136.000
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Jumlah Desa yang memiliki Forum
Anak

Desa 130,00 160,00 190,00 220,00 250,00 280,00 297,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.6.1.1. Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan Hak
Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah,
Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota

730.136.000 730.136.000 730.136.000 730.136.000

1. Forum Anak Desa yang dibentuk Desa 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2. Tim Gugus Tugas KLA yang
dilatih Konversi Hak Anak

Organisasi 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

3. Peningkatan Kapasitas Forum
Anak Sebagai Pencegahan
Perkawinan Anak dan Mengurangi
Pekerja Anak

Kecamatan 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

4. Kongres Anak Brebes Forum Anak 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5. Sarasehan Peringatan Hari Anak
Nasional dan Festival Anak Brebes

Anak 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Serta Peningkatan Pelayanan KB
Yang Berkualitas, Terjangkau Serta Efektif

2.1. Persentase Kepesertaan KB Aktif % 69,28 69,42 69,49 69,57 69,64 69,72 69,78

2.1. Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas

2.1.1. Persentase unmetneed % 16,12 22,38 20,88 19,88 18,88 17,88 17,38

2.14.3. PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA
(KB)

661.000.000 661.000.000 661.000.000 661.000.000

1. Persentase akseptor KB MKJP
aktif(%)

% 17,89 19,47 19,67 19,77 19,97 20,07 20,27 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.14.3.1. Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan KB sesuai
Kearifan Budaya Lokal

236.000.000 236.000.000 236.000.000 236.000.000

1. Jumlah Kampung KB yang mampu
mengembangkan produk unggulan

Desa 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.14.3.1.2. Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Program KKBPK
sesuai Kearifan Budaya Lokal

120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Kelompok Usaha di Kampung KB
yang mendapatkan Pelatihan
Pengembangan Produk Usaha

Kelompok
Usaha

0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2. Peningkatan Kampung KB dalam
pengetahuan tentang pemasaran
melalui media sosial dan perijinan

Kampung
KB

0,00 0,00 0,00 48,00 48,00 48,00 48,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

3. Pendampingan dan Monitoring
Pelaksanaan Peningkatan dan
Pengembangan Kampung KB

Kampung
KB

0,00 0,00 0,00 48,00 48,00 48,00 48,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.14.3.1.4. Promosi dan KIE Program
KKBPK Melalui Media Massa
Cetak dan Elektronik serta
Media Luar
Ruang

116.000.000 116.000.000 116.000.000 116.000.000

1. Jumlah Dokumen Promosi dan
KIE Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Melalui Media Massa
Cetak dan Elektronik serta Media
Luar Ruang

Media 0,00 0,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2. Pendampingan dan Monitoring
Pelaksanaan Program Bangga
Kencana di Kampung KB

Kampung
KB

0,00 0,00 0,00 48,00 48,00 48,00 48,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.14.3.4. Pemberdayaan dan Peningkatan
Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan
dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000

1. Terpenuhinya pelayanan KB faskes 0,00 0,00 0,00 48,00 48,00 48,00 48,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.14.3.4.1. Penguatan Peran serta
Organisasi Kemasyarakatan dan
Mitra Kerja Lainnya dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000

1. Rapat Koordinasi Lintas Sektor
Program KB

kegiatan 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2. Personel yang meningkat
pengetahuannya tentang KB Paska
Salin

kegiatan 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

3. Rapat persiapan penggerakan
pelayanan KB

kegiatan 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2. Jumlah Kelompok Remaja yang
mendaptkan pengetahuan kesehatan
reproduksi dan
kewirausahaan(kelompok)

kelompok 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.14.3.3. Pengendalian dan
Pendistribusian Kebutuhan Alat
dan Obat Kontrasepsi serta
Pelaksanaan Pelayanan KB di
Daerah Kabupaten/Kota

295.000.000 295.000.000 295.000.000 295.000.000

1. Kelompok remaja yang dilatih
tentang produktifitas remaja

kelompok 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.14.3.3.9. Promosi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi, serta
Hak-Hak Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan
dan
Kelompok Kegiatan

295.000.000 295.000.000 295.000.000 295.000.000

1. Personel yang mendapatkan
pengetahuan tentang kesehatan
reproduksi

personel 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 160,00 160,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2. Anggota Forum Genre yang
dilatih kewirausahaan

Personel 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00 165,00 165,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3. Tersedianya media KIE Kesehatan
Reproduksi

Buah 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

4. Pendampingan dan monotoring
forum genre dan kelompok remaja

kecamatan 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.1.1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) Index 1,29 1,29 1,27 1,24 1,22 1,19 1,17

2.14.2. PROGRAM PENGENDALIAN
PENDUDUK

85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000

1. Total Fertility Rate (TFR)(Index) Index 2,22 2,22 2,22 2,21 2,20 2,19 2,18 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.14.2.2. Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota

85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000

1. Ketersediaan Data Mikro
Kependudukan Kabupaten Brebes

Tahun 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.14.2.2.2. Penyediaan dan Pengolahan
Data Kependudukan

85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Kelompok yang dilatih Untuk
Mengelola Data Aplikasi SIGA

Kelompok 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2. Sekolah Siaga Kependudukan
Jalur Formal yang dilatih

Kelompok 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

3. Pendampingan dan Monitoring
Pengelolaan Data SIGA Tingkat
Kecamatan

Kecamatan 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks 53,57 55,00 57,00 59,00 61,00 61,00 61,00

2.2. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga

2.2.1. Nilai Kemandirian Nilai 0,00 54,02 54,05 54,08 55,01 55,04 55,07

2.14.4. PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA (KS)

300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

1. Persentase Kelompok Kegiatan yang
aktif :  BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS(%)

% 29,20 31,60 34,00 36,40 38,80 41,20 43,60 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.14.4.1. Pelaksanaan Pembangunan
Keluarga melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Cakupan keluarga yang menjadi
anggota kelompok : BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS

% 20,03 15,89 15,94 15,99 16,05 16,10 16,16 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.14.4.1.4. Orientasi/Pelatihan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

1. Pengelola BKB yang Mengikuti
Pelatihan Teknis

Lokus 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2. Pengelola BKR yang Mengikuti
Pelatihan Teknis

Desa 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

3. Pengelola BKL yang Mengikuti
Pelatihan Teknis

Kelompok 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

3. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga

3.1. Meningkatkan kapasitas kelompok usaha Kelompok
Usaha

0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00

3.1. Terwujudnya Kelompok Usaha Akseptor Yang Mandiri

3.1.1. Jumlah kelompok usaha yang berkembang Kelompok
Usaha

0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.14.4. PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA (KS)

370.000.000 370.000.000 370.000.000 370.000.000

1. Pengembangan kelompok
usaha(Kelompok Usaha)

Kelompok
Usaha

0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.14.4.1. Pelaksanaan Pembangunan
Keluarga melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

370.000.000 370.000.000 370.000.000 370.000.000

1. Kelompok Usaha yang
dilatih/berkembang

Kelompok
Usaha

0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.14.4.1.4. Orientasi/Pelatihan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

370.000.000 370.000.000 370.000.000 370.000.000

1. Alat Produksi UPPKA yang
diadakan ( Kelompok )

kelompok 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2. Pelatihan teknis pengeloaan
UPPKA

kelompok 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

4. Peningkatan Kesertaan KB Bagi Pasangan Usia Subur
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.1. Persentase kepesertaan Kb Aktif % 69,28 69,42 69,49 69,57 69,64 69,72 69,78

4.1. Terwujudnya Keluarga Berkualitas

4.1.1. Persentase unmetneed % 16,12 22,38 20,88 19,88 18,88 17,88 17,38

2.14.3. PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA
(KB)

120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

1. Persentase akseptor KB MKJP
aktif(%)

% 17,89 19,47 19,67 19,77 19,97 20,07 20,27 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.14.3.4. Pemberdayaan dan Peningkatan
Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan
dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

1. Pelaksanaan Pelayanan KB Kecamatan 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.14.3.4.1. Penguatan Peran serta
Organisasi Kemasyarakatan dan
Mitra Kerja Lainnya dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

1. Pelayanan KB Akseptor 0,00 0,00 0,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta
Inovatif

5.1. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 79,39 80,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00

5.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat
Daerah
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5.1.1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat DP3KB Kabupaten Brebes % 77,05 83,02 84,00 85,00 86,00 87,00 88,00

2.8.1. PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

5.546.648.000 6.469.043.200 7.391.685.240 8.756.954.888

1. Survey Kepuasan terhadap
Pelayanan Perkantoran DP3KB(%)

% 77,05 83,02 84,00 85,00 86,00 87,00 88,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

18.063.000 22.063.000 25.063.000 28.063.000

1. Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, pengendalian dan
evaluasi

Dokumen 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.1.1. Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

8.496.000 9.496.000 10.496.000 11.496.000

1. Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Dokumen 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6.567.000 8.567.000 9.567.000 10.567.000

1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Dokumen 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Dokumen 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.2. Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

3.951.846.000 4.741.915.200 5.689.998.240 6.827.697.888

1. Persentase pelaksanaan
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

3.950.346.000 4.740.415.200 5.688.498.240 6.826.197.888

1. Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN

Orang/Bulan 24,00 24,00 25,00 24,00 25,00 26,00 27,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.2.7. Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

1. Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Laporan 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.3. Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000



18/04/22 10.07 DRAFT ACARA CASCADING RPD - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

16/23

NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Persentase BMD SKPD dalam
kondisi baik

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.3.4. Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,
Pengawasan, dan Pengendalian
Barang Milik Daerah pada SKPD

Laporan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.3.6. Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

1. Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Laporan 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.5. Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

84.002.000 86.902.000 89.947.000 93.144.000

1. Persentase pelaksanaan
Adminstrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.5.2. Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

27.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

Paket 0,00 0,00 0,00 45,00 46,00 47,00 48,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.5.3. Pendataan dan Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

1. Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Dokumen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.5.9. Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi

53.502.000 56.402.000 59.447.000 62.644.000

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

Orang 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.6. Administrasi Umum Perangkat
Daerah

268.500.000 283.100.000 313.700.000 334.300.000

1. Persentase pelaksanaan
Administrasi Umum Perangkat
Daerah

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.6.1. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan

Paket 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.6.2. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

30.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000

1. Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

Paket 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.6.3. Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

30.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000

1. Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan

Paket 0,00 7,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.6.4. Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

46.000.000 48.000.000 50.000.000 53.000.000

1. Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

Paket 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.6.5. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

19.000.000 22.000.000 25.000.000 27.000.000
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

Paket 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.6.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

3.000.000 3.100.000 3.200.000 3.300.000

1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-Undangan
yang Disediakan

Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.6.9. Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

126.000.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000

1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Laporan 0,00 63,00 57,00 63,00 65,00 70,00 75,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.6.11. Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000

1. Dokumen pelaksanaan SPBE
SKPD

Dokumen 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.7. Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

125.000.000 150.000.000 115.000.000 130.000.000



18/04/22 10.07 DRAFT ACARA CASCADING RPD - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

20/23

NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Jumlah barang milik daerah baru
yang masuk dalam BMD SKPD

Unit 0,00 7,00 2,00 11,00 9,00 9,00 10,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.7.5. Pengadaan Mebel 30.000.000 60.000.000 40.000.000 40.000.000

1. Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan

Unit 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 3,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.7.6. Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

80.000.000 70.000.000 50.000.000 60.000.000

1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan

unit 0,00 7,00 2,00 7,00 6,00 4,00 6,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.7.10. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000

1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan

unit 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.8. Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

765.237.000 806.063.000 847.977.000 891.750.000
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Persentase Pemenuhan jasa
penunjang Urusan Pemerintah Daerah

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.8.1. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

4.300.000 4.800.000 5.000.000 5.500.000

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Laporan 2.000,00 1.900,00 2.100,00 2.150,00 2.200,00 2.250,00 2.300,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.8.2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

160.000.000 170.000.000 180.000.000 190.000.000

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi,  Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

Laporan 48,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.8.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

6.400.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

Laporan 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.8.4. Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

594.537.000 624.263.000 655.477.000 688.250.000
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

Laporan 0,00 47,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.9. Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

324.000.000 369.000.000 300.000.000 442.000.000

1. Persentase BMD SKPD kondisi
rusak menjadi baik (%)

% 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.9.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

40.000.000 42.000.000 45.000.000 50.000.000

1. Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajaknya

Unit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.9.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

110.000.000 120.000.000 125.000.000 130.000.000

1. Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Unit 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 12,00 12,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.9.5. Pemeliharaan Mebel 5.000.000 7.000.000 9.000.000 10.000.000
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NO TUJUAN / 
INDIKATOR

SASARAN / 
INDIKATOR KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SATUAN

TARGET INDIKATOR DAN
PENDANAAN (Rp.) PELAKSANA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.9.6. Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

1. Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

unit 34,00 34,00 37,00 40,00 40,00 40,00 40,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.9.9. Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

120.000.000 150.000.000 70.000.000 200.000.000

1. Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

unit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.8.1.9.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

19.000.000 20.000.000 21.000.000 22.000.000

1. Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

unit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

TOTAL PENDANAAN 0 0 0 8.944.072.000 9.971.467.200 10.894.109.240 12.259.378.888
Printed by https://simda.brebeskab.go.id:2023
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Bab VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes adalah ketersediaan indikator kinerja 

yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja Pembangunan Daerah. 

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan 

secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting 

baik dalam evaluasi kinerja program-program Pembangunan Daerah. 

Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja 

pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator 

menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, 

serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen 

perencanaan.  

Kinerja DP3KB Kabupaten Brebes yang direncanakan dalam 3 tahun 

kedepan merupakan komitmen semua aparatur sipil Negara (ASN) DP3KB 

Kabupaten Brebes dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

RPJMD, utamanya untuk mendukung pencapaian misi-2 Mewujudkan 

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan misi-3 yang terkait dengan 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif. 

Indikator kinerja DP3KB Kabupaten Brebes yang disusun mengacu kepada 

tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam 

RPJMD Kabupaten Brebes 2023-2026. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

7.1 Pedoman Transisi 

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 

Kabupaten  Tahun 2023 - 2026 adalah selama lima tahun. Untuk 

menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan 

dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023 - 

2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana 

Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023-2026 dengan tetap 

berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tahun 2005 - 2025. 

 

7.2 Kaidah Pelaksanaan 

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026  yang perlu diatur sebagai 

berikut: 

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar 

mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan 

program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-

baiknya. 

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada 

Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang 

baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Renstra ini dapat tercapai. 

3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 

tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi 

dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka 

Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada 

Renstra Perangkat Daerah.  

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan 

pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu 

dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, 

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.  
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Apabila terjadi perubahan kebijakan pembargunan di Tingkat Nasional

dan atau Daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat

Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang

bertaku.

Demikian yang dapat kami sajikan, kami mohon saran dan masukan

yang membangun guna perbaikan Rencana Strategis ini di 5 (lima) Tahun

mendata-ng dan kami mohon maaf atas kekurang sempumaaa dalam

penJrusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungal Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Brebes TeJlr)n 2023-2026-

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN,
PEN UARGA BERENCANA

REBES

M.Kes
Muda

NI 199010 1 002
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PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Jl Veteran No 10 Telp l02A3l 671253 Fa)( (0283) 671253
BREBES ' 52212

KEPUTUSAN

KEPAI,II DINAS PEMBERDAYAAI{ PEREMPUAN, PERLII{DT'I{GAN ANAK,
PEITGEDALIAN PEI{DUDT'X, DAJ{ KELUARGA BERENCANA

XABUPATEN BREBES

NOUOR : cf;'.tl /O73TIJii:N 2oi22

TENTANG

PENETAPAN R.ENCANA STRATEGIS {R^ENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGA.IT A!{AK,

PEI{GEDALIAN PEITDUDUK, DAN KTLUARGA BER.ENCANA
XABUPATEN BREBES
TATIVN 2023 - 2026

Menimbang: a,

b.

Bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 telah

ditetapka!, maka sebagai tindak lanjut Perangkat Daerah

wajib menrrsun Rencana Strategis (Renstra) 4 (empat)

tahun kedepan yang memuat visi, misi startegis,

kebijakan, program dan kegiatan pokok pembaagunan

sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program

Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu

adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,

dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Tahun 2023-

2O261

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUITGAN ANAK,
PEI{GEDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

XABUPATEN BREBES



c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka

perlu penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas

Pemberdayaaa Perempuan, Perlindungan AnaI{,

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Kabupaten Brebes.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahuq 20O7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5

2025.,

3. Undang-undang Nomor 13 "faF.un 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun

2O1l tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2020 tentang

kebijakan Keua-ngan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penangnan Pandemi Corona Virus

Diasease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayatan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan.

5. Permendagri Nomor 21 Ta-hun 2011 tentarg Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang pedomar Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Penl,'usunan Dokumen Perencanaar Pembangunan

Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala

Daerah Berakhir PadaTahurl 2O22t



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

7. Peraturan Bupati Brebes nomor 1O2 tahun 2016 tentang

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Strulctura.l

Perangkat Daerah Kabupaten Brebes; dan

8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tatrun 2022 terrtaljrg

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun

2023-2026.

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendaliaa Penduduk, dan Keluarga

Berencana Kabupaten Brebes tentang Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerai Dinas Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,

dan Kelua-rga Berencana Kabupaten Brebes Tahun 2O23-

2026.

Menetapkan Rencana Strategis Dinas Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,

dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Taiun 2O23-

2026, sebagaimana tercantum dalam tampiran sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga

Berencana Kabupaten Brebes sebagaimana dimal<sud pada

Diktum PERTAMA yang selanjutnya disebut Renstra Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes

Tahlln 2023-2026.



KE"TIGA

KEEMPAT

Rencana Strategis Dinas Dinas Pemberdayaaa Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga

Berencana Kabupaten Brebes Tahun 2023 2026

sebagaimaaa dimaksud pada DilduDo KEDUA menjadi

pedoman penlrusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk, dal Keluarga Berencana Kabupaten Brebes

Tahun 2023-2026.

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan

PereEpuan, Perlindungan Anak, Pengendalial Penduduk,

dart Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes

"lohrudr. 2023-2026 meliputi:

a. BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar Belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

GAMBARAN DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

Memuat Tugas, Fungsi dan Strulfirr Perangkat

Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah,

Kine{a Pelayanan Perangkat Daerah,

Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Perangakt Daerah.

PERMASAI.AHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasa_lahan

berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah, Telaah Visi dan Misi RPD

Kabupaten Brebes 2023-2026, Telaai Renstra

b. BAB II

c. BAE| III



d. BAB IV

C. BAB V

f. BAB VI

Kementerian dan Renstra DP3APKB Provinsi

Jawa Tengah, Telaah terhadap Rencana Tata

Ruang Wilayah, dan Penentuan Isu lsu

Strategis.

TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI DAN ARA}IAN KEBIJAKAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

KINER.IA PEI{YELENGGARAAN BIDANG

URUSAN

PENUTUP

g. BAB VII

h. BAB VIII :

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal | 23 Maret 2022

Kepala Dinas PemberdayaaJr Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengenda-liai

Keluarga Berencana

Brebes

M,Kes

Muda

NIP 9620707 199010 1 002

I



PE}IERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PEM BERDAYAAI{ PEREMPUAN,
PERLII{DUilGAN AT{AK, PEilGEt{ DATIAN
PENDUDUK DAil KELUARGA BEREilCANA

ll. Veterdn Nomor 10 Telepon (0283) 671253 Faks. (0283) 671253
BREEES - 52212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KAI}UPATEN BREBES
NOMOR 050.1 1 / 006 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PE}IYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BDRENCANA

KABUPATEN BREBES

KEPAI.A. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BREBES,

a. Bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 telah

ditetapkan, maka sebagai tindak lanjut OPD wajib

menyusun Rencana Strategis (Renstra) empat tahun

kedepan yang memuat visi, misi strategis, kebijakan,

program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas

pokok dan fungsi OPD;

b. Bahwa aga.r penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pemberdayaal Perempuan, Perlindungar

Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Brebes.

Menimbang:



Mengingat

Menetapkan :

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun

2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan

Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2004

tentang Transparansi dan Partisipasi dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Brebes;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2005

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten

Brebes Tahun 2005 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim

Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian



PERTAMA

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Tahun

2023-2026 .

1. Melakukan Pembahasan Identifikasi Penelaahan atas isu

strategis yang berkembang di masyarakat;

2. Melakukan Pembahasan Pengolahan Data dan Informasi,

Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungal Anak,Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Kabupaten

Brebes;

3. Melakukan Pengkajian Evaluasi Renja Dinas Dinas Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Brebes tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Brebes;

4. Melaksanakan Penentuan Isu-lsu Penting

Penyelenggaraan Tlrgas dan Pungsi Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes;

5. Melaksanakan Penelaahan Rancangan Awal dan

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes;

6. Melaksanakan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Brebes dengan Arah Rencana Pembangunan

Kabupaten Brebes;

7. Melaksanakan Penajaman terhadap Indikator dan Target

Kine{a Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas dan

Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Brebes;

8. Melaksanakan Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam

rangka Optimalisasi Pencapaian Sasaran sesuai dengan



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Kewenangan dan Sinergitas Pelaksanaar atas pelimpahan

kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas;

9. Melaksanakan Penentuan Sasaran dan Kegiatan OPD

disusun berdasarkan Pendekatan Kinerja Perencanaan

dan Penganggaran Terpadu.

Susunan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Tahun

2023-2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan

1n1

Segala biaya yang berhubungar dengan pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendaliar

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Tahun

Ang;ararl 2022.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan

apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal lO Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNCAN ANAK,

PENCENDALIAN PENDUDUK DAN
GA BERENCANA

N BREBES

PARWOKO. M.Kes
Utama Muda

0707 199010 1 002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES
NOMOR 050.11 / O23 TAHUN 2022
TENTANG TIM PEI{YUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES

TIM PEI{YUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BREBES

No Nama Jabatan Dalam Dinas
Jabatan Dalam

Tim

1
dr. Sri Gunadi Parwoko,
M.Kes

Kepala Dinas Ketua

2 Dra. Rini Pujiastuti Sekertaris Wakil Ketua

3 Istiyani Ratna Dewi, SE.
Kasubag Program dan
Keuangan

Sekertaris

4 Eni Listiana, S.lP.
Kabid Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Anggota

5 Kambali, SKM., M.Kes
Kabid Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakan

Anggota

6 Dra. Sopuroh
Kabid Keluarga Berencana,
Ketahanan dan
Kesejahteraan

Anggota

7 Ma'rifah Hidayati, Amd
Kasubag Umum dan
Kepegawaian

Anggota

8 Lilik Meidiawati, S.E
Sub Koordinator
Pemberdayaan Perempuan

/ Analis Kebijakan Muda
Anggota

I Dra. Sri Mardiyani

Sub Koordinator
Perlindungal dan
Pemenuhan Hak Anak /
Andis Kebijakan Muda

Anggota

10 Ir. Dado Yuniardo
Sub Koordinator
Pengendalian Penduduk &
Informasi Keluarga /

Anggota

I



Penata Kependudukan dan
Keluarga Berencana Muda

11 Kurniati S Syah, S.H

Sub Koordinator Advokasi,
Penyuluhan dan
Penggerakan / Penata
Kependudukan dan
Keluarga Berencana Muda

Anggota

12 Imaniyati Komalasari, SKM

Sub Koordinator
Pembinaan Kesertaan
Berkeluarga Berencana /
Penata Kependudukan dan
Keluarga Berencana Muda

Anggota

13 Ns. AIiyah Hidayati, S.Kep

Sub Koordinator
Ketahanan dan
Kesej ahteraan Keluarga /
Penata Kependudukan dan
Keluarga Berencana Muda

Anggota

14 Helmi Isnaeni, S.T
Penyuluh Keluarga
Berencana Pertama

Anggota

15 Sus Hardianto, S.Kom Pranata Komputer Muda Anggota

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PEN PENDUDUK DAN
ERENCANA
BREBES

OKO, M.Kes
tama Muda

NIP. 0707 t99010 1002

KABU

DP3 ts
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